INDONESIA MEDICAL COUNCIL

Nomor - UM.01.05/03/KKI/x\ /36Y42/2020 Jakarta, 12 November 2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Narasumber

Yth. dr. Dody Firmanda, Sp.A, MA
Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

Dalam rangka mendukung profesionalisme dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan
praktik kedokteran pada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dengan ini kami mengharapkan kesediaan Saudara
sebagai Narasumber dengan topik “Disiplin Profesi Dalam Praktik Kedokteran”, yang akan
diselenggarakan pada:

hari/tanggal : Senin / 16 November 2020
pukul : 10.00 WIB - selesai
tempat . 1. Ruang Rapat Pleno Lantai 4

Gedung Konsil Kedokteran Indonesia
JI. Teuku Cik Ditiro No 6 Gondangdia, Menteng, Jak.Pusat 10350
2. Ruang Virtual Zoom Meeting

link meeting via zoom :
https://us02web.zoom.us/j/82142758727 ?pwd=bjQ5cmpL YktQUVpCeDZ

PS25PQOFQQTO9
Meeting ID : 821 4275 8727

Passcode 496797
agenda . (terlampir)

Mohon kesediaan Saudara menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk
diserahkan kepada Panitia sebagai kelengkapan administrasi.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM

Anggota/member of :
e Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email : mcnwho_inamc@kki.go.id
International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email : iamra_inamc@kki.go.id
® ASEAN Association of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (Since 2010), Email : aamra_inamc@kki.go.id

Alamat Sekretariat/secretariat:
JI. Teuku Cik Ditiro No.6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Telp : +62(021)31923199, Fax : +62(021)31923186,

Email : inamc@kki.go.id, Website : kki.go.id



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
INDONESIA MEDICAL COUNCIL

Nomor :UM.O1.05/03/KKI/>{I 13£91/2020 Jakarta, © November 2020
Lampiran . Satu berkas
Hal : Undangan

Yth. (Daftar Undangan terlampir)

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme dokter dan dokter gigi dalam melaksanakan
praktik kedokteran pada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) bermaksud akan
melaksanakan Pertemuan melalui daring yang akan diselenggarakan pada:

hari/tanggal : Senin/ 16 November 2020
pukul . 10.00 WIB - selesai
tempat 1. Ruang Rapat Pleno Gedung Konsil Kedokteran Indonesia

JI. Teuku Cik Ditiro No 6 Gondangdia, Menteng, Jak.Pusat 10350
2. Ruang Virtual Zoom Meeting
(link akan diberikan kemudian)
Jadwal . (terlampir)

Kami harapkan pertemuan ini dapat memberikan daya ungkit dan meningkatkan pemahaman
profesionalisme dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran pada masyarakat.
Konfirmasi kehadiran, silahkan mengisi formulir pada link berikut:
https://forms.gle/N2DP56ZtSnG7V7JT8. Konfirmasi kehadiran paling lambat tanggal 14
November 2020. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Staf Bagian Pelayanan Hukum
Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia atas nama Sdri. Dea Nidya, SH di nomor
081212794010 dan Sdri. Diah Rahmadaniati, SE di nomor 081281342033.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ketua,

W

dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD., FINASIM
Tembusan:
Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia

Anggota/member of :
Medical Council Network of WHO-SEAR (Since 2007), Email : mcnwho_inamc@kki.go.id

International Association of Medical Regulatory Authority (IAMRA) (Since 2010), Email : iamra_inamc@kki.go.id
ASEAN Association of Medical Regulatory Authority (AAMRA) (Since 2010), Email : aamra_inamc@kki.go.id
Alamat Sekretariat/secretariat:
JI. Teuku Cik Ditiro No.6 Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Telp : +62(021)31923199, Fax : +62(021)31923186,
Email : inamc@kki.go.id, Website : kki.go.id
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https://forms.gle/N2DP56ZtSnG7V7JT8

Lampiran Undangan -
Nomor : UM.01.05/03/KKI/ ¥ /3§9( /2020
Tanggal . & November 2020

DAFTAR NAMA PEJABAT/PEGAWAI YANG DIUNDANG

A. Pemangku Kepentingan (3) :
1. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia (ARSPI)
2. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Indonesia (ARSGMPI)
3. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERS| Pusat)

B. Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota (17):
1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor
9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung
10. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jakarta Barat
11. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jakarta Timur
12. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jakarta Utara
13. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan
14. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jakarta Pusat
15. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan
16. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri
17. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta

C. Rumah Sakit (17):

Direktur Utama RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
Direktur Utama RSUP H. Adam Malik, Medan

Direktur Utama RSUD Pasaman Barat

Direktur Utama RSUD Arifin Achmad Pekanbaru

Direktur Utama RSUD RS Umum Daerah Palembang Bari
Direktur Utama RSUD Sayang Cianjur

Direktur Utama RSUD Kota Bekasi

Direktur Utama RSUD Kota Bogor

Direktur Utama RSUD Kota Bandung

10. Direktur Utama RSUD Cengkareng

11. Direktur Utama RSUD Pasar Rebo

12. Direktur Utama RSUD Tugu Koja

13. Direktur Utama RSUD Pasar Minggu

14. Direktur Utama RSUD Cempaka Putih

15. Direktur Utama RSUD Tangerang Selatan

16. Direktur Utama RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri
17. Direktur Utama RSUD Kota Surakarta
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D. Organisasi Profesi (18):
1. Ketua IDI Pengurus Wilayah Nangroe Aceh Darussalam
2. Ketua PDGI Pengurus Wilayah Nangroe Aceh Darussalam
3. Ketua IDI Pengurus Wilayah Sumatera Utara
4. Ketua PDGI Pengurus Wilayah Sumatera Utara
5. Ketua IDI Pengurus Wilayah Sumatera Barat
6. Ketua PDGI Pengurus Wilayah Sumatera Barat
7. Ketua IDI Pengurus Wilayah Riau
8. Ketua PDGI Pengurus Wilayah Riau
9. Ketua IDI Pengurus Wilayah Sumatera Selatan
10. Ketua PDGI Pengurus Wilayah Sumatera Selatan
11. Ketua IDI Pengurus Wilayah Jawa Barat
12. Ketua PDGI Pengurus Wilayah Jawa Barat
13. Ketua IDI Pengurus Wilayah DKI Jakarta
14. Ketua PDGI Pengurus DKI Jakarta
15. Ketua IDI Pengurus Wilayah Banten
16. Ketua PDGI Pengurus Wilayah Banten
17. Ketua IDI Pengurus Pengurus Wilayah Jawa Tengah
18. Ketua PDGI Pengurus Wilayah Jawa Tengah



JADWAL
PERTEMUAN PEMBINAAN PRAKTIK KEDOKTERAN
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, 16 NOVEMBER 2020

, MATERI . . PENYAN
10.00 - 10.10 Pembukaan Ketua Konsil Kedokteran
Indonesia MC
(dr. Putu Moda Arsana,
Sp.PD-KEMD., FINASIM)
10.10 - 10.45 Laporan Panitia Sekretaris Konsil MC
Kedokteran Indonesia
10.45 - 11.05 Rencana Strategis Konsil Ketua Konsil Kedokteran
Kedokteran Indonesia Indonesia
(dr. Putu Moda Arsana,
Sp.PD-KEMD., FINASIM)
11.05-11.25 Disiplin  Profesi Dalam Ketua Maijelis
Praktik Kedokteran Kehormatan Disiplin
Kedokteran Ipdonesia Moderator-
(Sd;:A I\DAOEB; Firmanda, Sekretaris Konsil_
11.25-11.45 Harapan  Masyarakat Waki Ketua I REtipkiGT Ul
Terhadap Pelayanan (Prof. Intan Ahmad M.,
Kedokteran PhD)
11.45-12.05 Pembinaan Profesi Ketua Divisi Pembinaan
Dokter dan Dokter Gigi Konsil Kedokteran
(Dr. dr. Dollar, SH, MH)
12.05 - 12.35 Diskusi
12.35-12.45 Penutup Ketua Konsil Kedokteran
Indonesia
(dr. Putu Moda Arsana,
Sp.PD-KEMD., FINASIM)




KERANGKA ACUAN (TOR)
PERTEMUAN PEMBINAAN PRAKTIK KEDOKTERAN MELALUI DARING

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dinyatakan bahwa
penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam
penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang
memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus
harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi,
registrasi, lisensi, serta pembinaan pengawasan, dan pemantauan agar penyelanggaraan
praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Dalam pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran, dinyatakan bahwa dalam rangka terselenggaranya praktik kedokteran yang
bermutu dan melindungi masyarakat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud
perlu dilakukan pembinaan terhadap dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik
kedokteran.

Selanjutnya dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran disebutkan bahwa Pemerintan Pusat, Konsil Kedokteran Indonesia,
Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi membina serta mengawasi praktik kedokteran
sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
dijelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
diarahkan untuk:

a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan dokter gigi;

b. melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi; dan

c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dokter, dan dokter gigi.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor
44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, melaksanakan pembinaan dan penjagaan mutu
profesi medis;

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan bagi semua Kementerian dan Lembaga dalam
menjalankan tugas dan fungsinya. Semua tingkatan masyarakata harus beradaptasi
dengan protokol kesehatan.

Dalam menghadapi pandemi besar, Konsil Kedokteran Indonesia perlu mempertahankan
koordinasi yang baik dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembinaan
terhadap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran baik secara tatap
muka dan secara daring.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menjaga kualitas praktek kedokteran pada masa
pandemic covid, KKI perlu melakukan konsolidasi bersama-sama dengan pemangku
kepentingan untuk meberikan pelayanan praktik kedokteran yang baik dan benar terhadap
masyarakat.

TUJUAN PERTEMUAN
a. Meningkatkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan selama pandemi Covid agar
pengawasan dan pembinaan terhadap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik
kedokteran dapat tetap terlaksana dengan baik
b. Membahas strategi pembinaan praktik kedokteran masa pandemi Covid

PELAKSANAAN KEGIATAN
Pertemuan Pembinaan Praktik Kedokteran Melalui Daring dilaksanakan pada tanggal 16
November 2020

METODE PERTEMUAN
Pertemuan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom yang difasilitasi oleh Sekretariat
KKI



V. PESERTA DAN NARASUMBER

a. Peserta Pertemuan Pembinaan Praktik Kedokteran Melalui Daring berjumiah 96
(Sembilan puluh enam) orang, terdiri dari Perwakilan Kementerian, Perwakilan dari IDI
/IPDGI Cabang dan IDI /PDGI Wilayah, Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi,
Perwakilan dari Rumah Sakit

b. Narasumber Pertemuan Pembinaan Praktik Kedokteran Melalui Daring antara lain
Konsil Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia,
Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia sebagai Moderator dan Kepala Bagian
Pelayanan Hukum sebagai Fasilitator.

VI. PEMBIAYAAN
Biaya Penyelenggaraan kegiatan Pembinaan Praktik Kedokteran, secara daring ini
dibebankan pada Anggaran DIPA Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2020.

VIl. PELAPORAN
Laporan kegiatan disusun oleh Bagian Pelayanan Hukum, Sekretariat Konsil Kedokteran
Indonesia.



Disiplin Profesi dalam Praktik Kedokteran

Dody Firmanda
Ketua
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
(MKDKI)
2016 - 2021

# Disampaikan pada Acara Pertemuan Pembinaan Praktik Kedokteran yan diselenggarakan oleh
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), 16 November 2020 secara dalam jaringan (daring)



Sistem Kesehatan Nasional

1. Kebijakan(Policy) 2. Pembiayaan (Finance/Budget )

. CCM

, Reimburse
Regulasi |
(Klaim)
= Kemenkes « JKN/BPJS
= BPOM * INA CBGs/DRGs

NATIONAL HEALTH
ACCOUNTS |
UUPK 29/2004 Laya nan (NHA)
Medical Act 1858, 1983 s (Tempat) el
GMC UK , R |
1. Protecting the people " (Profesi) HEALTH NEED |
2. Guiding the doctors tgz::;“) /, | ASSIE(ls_ISNI\il)ENTS |

3. Empowering the profession
3. Layanan (Services)

________________________

HTA
v A
[ inpuT =2 PROSES =] oupuT =3[ impacT ]




Sistem Kesehatan Nasional

1. Kebijakan(Policy)

Reimburse
(Klaim)
= JKN/BPIS
k" INA CBGS!DRGE___.-

Regulasi

= Kemenkes

2. Pembiayaan (Finance/Budget )

e CCM e

(Tempat)

1. Protecting the people (Profesi)

2. Guiding the doctors Lvvaktu) ’
3. Empowering the --.______i(ia;_r.z_l}___.-

3. Layanan (Services)

- | NATIONAL HEALTH |

ACCOUNTS
(NHA)

[T 1
1
i
1

HEALTH NEED |
| ASSESSMEMTS |

_______________________

HTA

IINPUT —>{ PROSES

Sistem Pendidikan (Nasional)
Kedokteran

Kemendikbud
Universitas/Fakultas

I Mengesahkan Standar Pendidikan
I Registrasi STR

— DUPUTI:[)

73

IMPACT

Konsil Kedokteran Indonesia (KKT)
UU No. 29 Tahun 2004
1. Definisi Psl 4 - 5
2. Tugas, Fungsi & Wewenang Psl 6 - 10
3. Organisasi Psl 11 - 13
4, Pimpinan Psl 15, Psl 23
5. Anggota Psl 14
a. Persyaratan Ps| 18
b. Pengangkatan Psl 14(5), Psl 17
¢. Pemberhentian Psl 19
6. Masa Bakti Ps 16
7. Sekretariat Ps| 20 - 21
8. Tata Kerja Psl 22 - 24
a. Keputusan Ps| 22
b. Aturan lebih lanjut dlm Perkonsil Psl 24
9. Standar Pendidikan Psl 26
a. Disahkan KKI Psl 26(1)
b. Penyusunan Standar Pendidikan:
i. Dokter oleh AIPKI Psl 26(2a) koordinasi dgn Psl 26(3):
1. Organisasi Profesi
2. Kolegium
3. ARSPI
4. Kemendik(nas)ti
5. Kemenkes
ii. Dokter Spesialis oleh Kolegium Ps! 26(2b) koordinasi dgn
Psl 26(4): sda (i)
10. Registrasi Psl 29 - Psl 35
DNPsI29 LNPsi30 STRSPsi31
STR tidak berlaku Psl 33
Aturan lain dlm btk Perkonsil Psl 34(STR) Psl 35(wewenang)
11. Pendidikan & Pelatihan Dokter untuk kompetensi Psl 27-28
a. dilaksanakan sesuai standar pendidikan profesi Psl 27
b. penyelenggaraan CPD oleh yg terakreditasi OP Psl 28(1)
c. pelaksanaan (b) sesuai standar ditetapkan OP

DF2004

STRB PsI33
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15 Juli

Strategi MKDKI 111 Periode 2016 — 2021

SK Menkes RI No. HK 02.02/Menkes/350/2016

2016

1 Sistem Tata Kelola MKDKI 2016-2021
(Indonesian Medical Disciplinary Board Governance)

Pembagian Tugas Anggota MKDKI

A. Senin : BR, LH, HS,
B. Selasa: BK, BR, GM, /5, 1A
C.Rabu :
1. DF, BK, SS, HS, /A
2.JA,GM, AS, HS, Df
D. Kamis : BK, LH, HS, SS, /A
E. Jum'at:
1.DF, GM, LH, AP, JA
2.JA HS, AS, AP, D
3.BK, AP, SS, JA, DF
F. Sabtu: DF, AP, JA, GM, BR

G. Mingggu: DF, AP, JA, BK, G

Keterangan:

TPA/MPD 1 PBR
TPA/MPD 2 PBK

TPA/MPD 3 P HS
TPA/MPD 4 P HS
TPA/MPD 5 P HS

TPA/MPD 6 P GM
TPA/MPD 7P GM
TPA/MPD 8 P GM
TPA/MPD 9
TPA/MPD 10

P = piket penerimaan aduan dan tamu
F & G (TPA/MPD 9 & 10) = bila diperlukan

Monitoring Proses MKDKI 2016-2021

- g | |
N |

Persiapan Dokumen dari Teradu:

1. Rekam Medis

2. Tata Kelola Klinis (Clinical Governance)

3. Kewenangan Klinis (Clinical Privilege)

4, Panduan Praktik Klinis ( PPK) dan atau Pedoman
Nasional Pelayanan/Praktik Kedokteran (PNPK):
a. PPK Tatalaksana Kasus (ICD 10)
b. PPK Prosedur Tindakan ((ICD 9CM)

5. Clinical Pathways (CP):
a. Format CP Kasus
b. CP pasien yang ditangani teradu

6. Audit Medis

MKDKI 2016-2021

The Three Types of Performance Measurement
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Dody Firmanda
Ketua MKDKI 2016-2021

2. Aktivitas L

15 Juli
2021

Proses Pengambilan Putusan MKDKI 2016 - 2021:
Kombinasi 4nglo Saxon - Cambridge Models dan Evidence-based

Performance

Measurement
. Assessment
. Improvement

w0 =

Causation

Competency

Diagnosis
Pemeriksaan
Penunjang
Terapi
Prosedur
Tindakan
Komplikasi

W o

6. Prognosis

Komunikasi &
Jjin Tindakan

. Latent Error
. Active Errors
. Near Missed

Tracer Methodology

Negligence

Likehood
Probability
>50%
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Hukum Kedokteran Sistem Anglo-Saxon

Disesuaikan dengan Republik Indonesia

UU RI 12/2011 LNRI Tahun 2011 Nomor 82
UU RI 29/2004 LNRI Tahun 2004 Nomor 116

Tugas
& Kewenangan + Ke

Pelanggaran

selamatan [__1 Disiplin
&/

Kewajiban Klinis
Dokter

1. UU 29/2004 Psl 44 s/d 51 1. UU 44/2009 Psl 35 1. UU 44/2009 Psl 43 1. UU 29/2004 Psl 55 s/d 70
2. PMK 1438/2010 BNRI 2. PERPRES 77/2015 Psl 17 & 18 2. PMK 11/2017 juncto 2. UU 36/2014 Psl 49
2010/464 3. PMK 755/2011 PMK 1691/2011



4 Pelanggaran
Disiplin

Tugas
& Kewenangan Keselamatan

Pasien

Kewajiban
Dokter

1. TUTT29/2004 Psl 44 =/d 51 1. UL 442009 Psl 35 1. UL 442000 Pl 43 /1,' LTUE{I-'E[]T]I BI55 5—.-'1'}\‘
PME 14382010 BNEI 2. PERPRES 77/2015P=117 & 18 2. PMK 11/2017 2. UU36/2014 Psl 49 J
2010/464 3. PME 75572011 A \‘~-_ A "

I

Active Errors

PNPK

Daya
Fasyankes

Latent Errors



Proses Pengambilan Putusan MKDKI 2016 - 2021:
Kombinasi Anglo Saxon - Cambridge Models dan Evidence-based

Causation Negligence

Performance Competency Errors

1. Measurement 1. Diagnosis 1. Latent Error
2. Assessment 2. Pemeriksaan 2. Active Errors
3. Improvement Penunjang 3. Near Missed
Terapi
4. Prosedur
Tindakan
Komplikasi
Prognosis
7. Komunikasi &

ljin Tindakan

Likehood
Probability
> 50%

o

2

< Tracer Methodology >




ALUR PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN DISIPLIN

" DOKTER DAN DOKTER GIGI
~ NOMOR 1056/U/MKDKI/VII/2018

I. MENERIMA
PENGADUAN
" PENGADUAN
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
PEMERIKSAAN
PENGADU

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA PEMERIKSAAN

AKS|

NOMOR 50 TAHUN 2017

PEMERIKSAAN

TENTANG e

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN DISIPLIN ® PEMERIKSAAN TERADU

® USULAN AHLI
DOKTER DAN DOKTER GIGI TANGOAPAN AKHIR

" | DARI TERADU
P E N T I N G . MUSYAWARAH
Keputusan MKDKI UUPK No. 29/2004 Psl 69(1) adalah Putusan . rgxggﬁm" PUTUSAN AKHIR

MPD Perkonsil No. 50/2017 Psl 1(32)
Putusan berdasarkan Psl 79(1): paling sedikit 3 (tiga) alat — |
bukti yg sah Psl 18(1) dan keyakinan MPD. =

Putusan mengenai pelanggaran disiplin tidak merupakan

PENYAMPAIAN

alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata. Psl 79(4) & DR 7UrUshN ke K




BNRI N0.1787/2017  BABWV
ALAT BUKTI

Pasal 18 Pasal 79
(1) Alat Bukti yang dapat diajukan di muka sidang yaitu: ) ) . ) .
- (1) Putusan didasarkan pada paling sedikit 3 (tiga) alat bukti

a. surat;

— b, dokumen baik cetak maupun elektronik; yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1)
c. keterangan saksi; dan keyakinan MPD.
d. keterangan ahli; dan/atau (2) Dalam hal sidang musyawarah MPD sebagaimana
B Meterangen Terari dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) menyimpulkan tidak

(2) Pengajuan alat bukti oleh Pengadu dan Teradu bukar ada pelanggaran disiplin yang dil akukan Teradu, MPD

menjatuhkan Putusan Teradu dinyatakan tidak bersalah

atas Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

merupakan kewajiban melainkan hak.

o Dokumen:
1, Tata Kelola RS

2. Tata Kelola Klinis ayat (1) huruf a.
3. Daftar Kewenangan Klinis RS (3) Dalam hal sidang musyawarah MPD sebagaimana
4, (Rekomendasi) Kewenangan Klinis Teradu dari Komite Medis dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) menyimpulkan

3. Surat Tugas Kewenangan Klinis Teradu dari Dir RS
6. Panduan Praktik Klinis (PPK) Tata Laksana Kasus yg telah disahkan Dir RS
7. Panduan Praktik Klinid (PPK) Prosedur Tindakan yg telah disahkan Dir RS

terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan Teradu,
MPD menjatuhkan Putusan Teradu dinyatakan bersalah

8, Clinical Pathways Kasus yg telah disahkan Dir RS atas Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
9. Daftar Formularium RS yg telah disahkan Dir RS ayat (1) huruf b.
10. Rekam Medis pasien (4) Putusan mengenai pelanggaran disiplin Dokter dan

g iﬂ:ahl{:;sthways e Dokter Gigi, tidak merupakan alat bukti di bidang hukum

13. Audit Klinis pidana dan perdata.




Monitoring & Evaluasi Berkesinambungan:

S‘ra‘riscalAProcess Control (SPC) a=0.05 p=0.20 PI =80% 95%CI = means + 2 SE

Performance (Kinerja)

Means + 2SE

Quality )
Control [ \/\

Means - 2SE
Means + 2SE
Quality
Improvement
Means - 2SE
2016 2017 2018 2019 2020 2021
>

Waktu



Laporan MKDKI 16 November 2020
Kinerja (Performance) MKDKI dar1 15 Juli 2016 s/d 16 Nov 2020

2016 2017 2018 2019 2020 2021 N Means SD 2SE TUCL LCL

Target 37 40 41 43 43 43
Capaian 40 65 49 45 23 222 44 15 14 58 3l
% 1081 1625 1195 1047 535 1097 390 348 1445 748
Pengaduan 39 30 39 33 36 177 35 4 3 39 32
Berproses 0 0 0 16 35 51 11 16 14 25 -3
70 MEDEKIT 15/07-2016 s/d 16/11-2020
Tumlah Kasus =273
60 Selesa = 222 (81.3%)
N P AN PTUN =3 (1.4%), MA=1
T (Sesuai Putusan MKDKI)
50 Berproses = 51 (18.7%)
/ 49 (119.5%) 45 (104.7%)
Means=p4————4———————————————— - e e === —————
39 39
Icl=3y ) _3_5_35 _____________
30 +— 33
30 \
23 (53.5%)
20 +—
16
10 +— —
0 0 0
D T T T T T 1
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Pengaduan Berproses ——Target ==e=Capaian




Distribusi 51 Kasus Pengaduan Disiplin Yang Sedang Diproses MKDKI
( Kondisi : 16 November 2020)
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JAMINAN KESEHATAN

MUTLU PEIAYAINAN

Peraturan Presiden RI
No. 12/2013

Jaminan Kesehatan

Efektifitas Tindakan
Sesuat Kebutuhan Pasten

INA CI3C
Peraturan Menkes RI

No. 755/2011

Penugasan Klinis

Kewenangan Klinis
Komite Medik Daftar Kewenangan Klinis di
Rumah Sakit
Peraturan Menkes RI

No. 1438/2010 Prosedur

Tindakan

Standar Pelayanan Kedokteran

UU RI No. 44/2009 Psl 36 T
Perpres RI No. 77/2015Psl 17 & 18 s (CLINICAL GOVERNANCE)




PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 755/MENKES/PER/IV/2011

TENTANG
PENYELENGGARAAN KOMITE MEDIK DI RUMAH SAKIT

Adpun tujuan dari Peraturan Menteri Kesehatan yang baru ini adoloh untuk

mengatur tato Kelola Kinis (clineal governance) yang baik agor mutu

terlingung serta mengatur penyelenggaraan komite medik di set
st dlam rengl peninghatan profesionlisme stof medis’

Perpres RI No. 77/2015Psl 17 & 18

peloyonan medis aan Keselametan posier drumoh sokit lebih fer

amin dan

tp rumgh



RINGKASAN PERATURAN

MENTERI KESEHATAN beua‘r : Profesi
No. 1438/Menkes/Per/IX/2010 Disahkan: Menkes

UU No. 29/2004
Praktik Kedokteran
Psl 44 ayat 3 Dikoordinasikan: Komite Medis
Standar Pelayanan Disusun: SMF
Kedokteran

PerMenKes
No 1438/IX/2010
Standar Pelayanan
Kedokteran (SPK)
Berita Negara
Tahun 2010 No 464
24 Sept 2010




RINGKASAN PERATURAN

MENTERI KESEHATAN
No. 1438/Menkes/Per/IX/2010

UU No. 29/2004
Praktik Kedokteran
Psl 44 ayat 3
Standar Pelayanan
Kedokteran

Dikoordinasikan: Komite Medis
Disusun: SMF

o +

360 Degree i Kewenangan
(Mini-PAT) [l Kiinis

PerMenKes
No 1438/IX/2010
Standar Pelayanan
Kedokteran (SPK)
Berita Negara
Tahun 2010 No 464
24 Sept 2010

DF2010



SAFETY = 1 Disiplin Kedokteran
RISKS x ERRORS Peraturan Menkes RI - Penugasan Klinis

No. 755/2011 < — Kewenangan Klinis
< Daltar Kewenangan Klinis di
Komite Medik Rumah Sakit

RISKS = B A R R I E R S Peraturan Menkes RI
KOMPETENSI x MOTIVASI No. 1438/2010

Standar Pelayanan Kedokterar

TATA KEFLOLA KLINIS
(CLINICAL GOVERNANCE) 1

UU RI No. 44/2009 Psl 36

KINERJA = MOTIVASI X KOMPETENSI
(Performance) BARRIERS

¢
KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA
7 SALINAN
¥ - PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
A ‘ NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

DISIPLIN PROFESIONAL DOKTER DAN DOKTER GIGI

Pasal 3

g melskusan pelanggaran Dwgin

dan Dokler Gg sebagaimana

an tndakaniaschan medis atau  Sndakan

tdak merupk pasen kepada Dokier stau
D tarceers yag sesa

¢ mendelegaskan petanaan kepacs lenaga kesehatan ledent yang i
Memi kompetens UMtk MeIHSANaKan Dekeaan tersebut

Gg e yag meman :

3 membuka rahas@ kedokieran

d menyediakan Dokder atau Dokler g penggant sementara yang sk mowbust hetemngen medis yerg Gdek Gisswhan lupede hes
memik wampeters G sesus atau tdak melakuaan -
? & pembertahuan perta :
¢ menglankan Praktk Kedokieran nghat kesehatan fak

jak kompeten dan dapat

#apun mental sademian npa sehegga
TeMOANIyMa" Dasen

f hdax meiakukan SnCaKaNVasUNaN MeCs yaNg METACH Pada shuas: teenty 2
PaCiyaanne - terhadap pasen catam
§ meakan 5380 ¥ty pengobatan berebihan yang fSdak sesua

g v menggunakan gelar skademik atau sebut fes. yang bukan haknya
> dungen bt e w menerma mbaian sebaga hasi dan meruuk meminta pemerksaan ata
h Sdak memberkan penjslasan yang A efs. dan memada (adequate memberikan resep coavaiat kesehatan

ko kepads pasen 3By keuarganys dalam melakukan Praks 1 Mengkiankan EEMaTOUANDEEYINa" MBU  keleDMan  kemampuany

dmiiki bak isan ataupun hisan yang tdak benar atau

0 - \ Kedokteran petayan
o melatian Wcakanaschan meds W02 MemperDien Dersetpan can o
rpa Oeeat wal atau pengampunya
emOURt 3ta. DG MENyITDaN AT M

pasen ata.
a g 32
melacaan perduatan yang b
¢ Sdak sesusi dengan ketentuan D E
‘ r f— 23 taax upr daiam menentAan @S2 Mmeds
RN melaazn

bb hdak memberkan informas
doperusan MKDK
peiar an

mengakhr kendupan Dasen atas

menerapkan  pengetatian
s & har tata can

keteamplan. atau
Praktix Kedokteran

é . Terkait dengan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, maka pada
] hakikatnya dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

1 melaksanakan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten;

2. tugas dan tanggung jawab profesional pada pasien tidak dilaksanakan dengan
baik; dan

3. Dberperilaku tercela yang merusak martabat dan kehormatan profesi kedokteran
/ kedokteran gigi.




KONSIL KEDOKTERAN
INDONESIA

SALINAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

DISIPLIN PROFESIONAL DOKTER DAN DOKTER GIGI

Dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

1. tidak kompeten;

2. tugas dan tanggung jawab kepada pasien dan

3. perilaku tercela yang merusak martabat dan
kehormatan profesi

28 Bentuk
Pelanggaran Disiplin

Sanksi disiplin berupa :
Putusan: mengikat (Psl 69)

pemberian peringatan tertulis;

rekomendasi pencabutan surat tanda
registrasi atau surat izin praktik;
dan/atau

kewajiban mengikuti pendidikan atau
pelatihan di institusi pendidikan
kedokteran atau kedokteran gigi.



Lebih Lanjut tentang MKDKI:

1. Artikel: contoh

http://kki.go.id/index.php/tentangkami/index/1206/1245/
1265/1600/10-november-2020

2. Jadwal Sidang/Rencana Aksi Kegiatan (RAK) setiap bulan:
contoh

http://www.kki.go.id/index.php/tentangkami/index/1206/
1245/1351/1596/rak-mkdki-november-2020

3. Monitoring Laporan Kinerja (setiap minggu): contoh
http://kki.go.id/index.php/tentangkami/index/1206/1245/
1265/1601/18-november-2020

TERIMA KASIH
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